. U
A
> 1%

l > DIREKTORAT TATA RUANG &

Kementerian PPN/ 6
Bappenas ' PENANGANAN BENCANA

Kebijakan Pembangunan
Nasional Tahun 2023

Pra Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Rakortekrenbang) Tahun 2022

Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta, 7 Februari 2022 .
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Identifikasi Isu Strategis dan Prioritas

Bappenas

Pembangunan

Strategi dan Arah Prioritas Pembangunan
Kebijakan

Lokasi Prioritas
Major Project, Proyek
Strategis Nasional dan

Perpres Percepatan

Kenormalan Baru
(New Normal)

/ Paradigma Sehat \

[ Paradigma Tangguh } ‘

Isu Global

Pasokan Pangan dan
Energi

Nasional

Pembatasan
Mobilitas
Investasi

Pengembangan wilayah
dan penguatan Rantai Nilai
(Value Chain)

. Provinsi
Isu Nasional

Defisit Fiskal dan
Investasi
Rantai Nilai

Paradigma Tumbuh } ‘

Inovasi Daerah, Upgrading

DEWERTS

Isu Lokal
Pemantapan
Pemulihan Ekonomi
Daya beli
Pengangguran
Pemerataan
Bencana

Paradigma
Berkeadilan

|
|
|

Paradigma

Berkelanjutan )

Kabupaten/Kota

$

Kecamatan dan Desa

dan Standar Baru, Daerah
Tertinggal, Terdepan,
Terpencil dan Terluar

Revitalisasi Kecamatan dan
Inovasi Desa, Kawasan
Transmigrasi dan Kawasan
Perdesaan Prioritas
Nasional
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Isu Global

Pasokan Energi dan
Pangan

Inflasi
Investasi

INTERNATIONAL MONETARY FUND

WORLD ECONONIC OUTLOO: RECOVERY DURING A PANDEMIC

£ 1.1. New Confirmed COVID-19 Deaths

Figure 1.2. Drivers of Global Growth
i ver-aTer 1o contrbutions, percantape bt

Susgly drugtions e weing on seate esamert.

WORLD
ECONOMIC
OUTLOOK

Recovery During a Pandemic

Health Concerns, Supply Disruptions,
and Price Pressures

‘Sonrces: Have Aty s caartons
Mt Th essmatsof werk ok GO ot e ey ey B based o

n200
Ober” ks the sumof conributos #om bk cormumgton an 2 kel

congorent,
oy e e a3 bt (oY

Figure 1.3. Global Activity Indicators
v percent change

@ THE WORLD BANK

Who We Are This page in: EN v

PRESS RELEASE | JUNE 8, 2021

Global Recovery Strong
but Uneven as Many
Developing Countries
Struggle with the
Pandemic’s Lasting
Effects

et Nerery g 14

= 000 -

Isu Nasi
Fiskal defsit
Investasi
Rantai Nilai
Daya Beli

BANK INDONESIA =

BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Home / Presidensi G20 Indon

Identifikasi Isu Global, Nasional dan Lokal

Isu Lokal

Pemantapan
Pemulihan Ekonomi
Rantai Nilai

DEWER ST
Pemerataan

Bencana

PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I11-2021 AGUSTUS 2021

Berita Resmi Statistik No. 68/11/32/Th. XXl 05 November 2021
No. 67111/32/Th 008, S Nowem bee 2021

onal

PERTUMBUHAN EXONOM
20152021 {renh

Presidensi G20 Indonesig{
2022

Apa itu G20? Sejarah Pendi >

o
PRESIDENS| G20 INDONESIA 2022
STRONGER

Sulit Kembalikan Defisit
APBN ke 3 Persen di
2023, Ini Tantangannya
Bisnis.com

23Jun 2021, 17:42 WIB - Oleh: Iv

f [¥]O]in|=]
“&.‘ "

Penduduk Usla Kerja (PUK)

38,09 juta orang %

PERTIBO DN
wE3

343%

Tingkat buka (TPT) Menurut Jenis Kelamin d:
Daerah Tempat Tinggal (persen) Provinsi Jawa Barat,
Agustus 2020 - Agustus 2021

1046
982

892
el } as
4 724 ] 720 1
|
a ~ [ ] -
N 2020 e 202 T

Pengangguran karena Covid-19

ot $2332%

SUMBER PRTURBIHAN EX0NOMS
TR 12821 (F0%1) (%)

L s
B::
F-58

Arief Hermawan P

Bukan Angkatan Kerja (BAK)
karena Covid-13

Siluet gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah
menargetkan angka defisit APBN
kembali ke level 3 persen dari
produk domestik bruto (PDB) pada x
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5 Dari Pemulihan Ekonomi Menuju Transformasi Ekonomi

Bappenas

Pemulihan ekonomi:

“NECESSARY CONDITION, BUT NOT SUFFICIENT”

| o) (3 s eyt Transformasi Ekonomi:

Jangka pendek A AT £  Jangka Menengah - Panjang
Intervensi sisi permintaan (demand side) * Intervensi sisi produksi (production side)

Menciptakan permintaan dengan
Menjaga daya beli peluang kerja dan kebutuhan
(bansos, subsidi, dll) suplai barang/jasa

MENGANGKAT
TRAJECTORY EKONOMI

Jumlah KASUS MENINGKAT: JUMLAH KASUS MENURUN,
PEMBATASAN AKTIVITAS ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Transformasi Ekonomi
— merupakan strategi jangka
Tahap 1 ' e —) Menengah — Panjang yang
et (e perlu dilanjutkan

Recession Curve -
Penyelamatan Ekonogg

Dampak
Ekonomi

Pemulihan Ekonomi Tahap 3:
Pasca Covid-19 Transformasi Ekonomi

2022




PERTUMBUHAN
EKONOMI
INDONESIA*

5,3-5,8%

*: proyeksi 2023

PDB SISI PENGELUARAN*

Investasi

Ekspor Barang
dan Jasa

Impor Barang
dan Jasa

5,2-5,4

3,4-3,8

6,4-79

6,3-7,5

55-6,7

b Perekonomian Indonesia diarahkan untuk Meningkatkan
Kapasitas Produktif Perekonomian pada Tahun 2023

Konsumsi Masyarakat

Diperkirakan akan meningkat  seiring  aktivitas
perekonomian domestik dan stabilnya perekonomian
global yang pulih berkelanjutan

PMTB/Investasi

Diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 untuk
meningkatkan kapasitas produktif perekonomian seiring
dengan keberlanjutan peningkatan investasi publik dan
swasta

Berperan dalam peningkatan kapasitas  produktif
perekonomian melalui perbaikan rantai nilai global
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PERTUMBUHAN
EKONOMI
INDONESIA*

5,3-5,8%

*: proyeksi 2023

HIGHLIGHT PDB SISI PRODUKSI*

54-5,9
3,7-3,8
49-5,4
6,1-6,5
8,7-9,3
6,3-6,6
20-21

Industri Pengolahan

Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum

Informasi dan
Komunikasi

Konstruksi

Pertambangan

Faktor Pendorong Pertumbuhan

Sektor industri diperkirakan akan menjadi penggerak
pertumbuhan dengan kebijakan yang mengarah ke
industry 4.0 dan transisi ke industri yang ramah
lingkungan (green industry)

Pengembangan Sektor-sektor Bernilai Tambah Tinggi

Sektor Pertanian akan tumbuh positif seiring dengan
kebijakan  hilirisasi  pertanian dan peningkatan
produktivitas

Sektor Perdagangan diharapkan pulih seiring dengan
pulihnya perdagangan dunia serta penguatan peran
UMKM

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
diharapkan pulih seiring dengan pulihnya pariwisata

Sektor Informasi dan Komunikasi diperkirakan terus
tumbuh seiring dengan tren digitalisasi




Penyusunan RKP 2023
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RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2023

PERMEN RANCANGAN
RKP TAHUN 2023

|

Jadual dan Tahapan Penyusunan RKP 2023

L
~

Mov 2021 — Des 2022

Clearing House RKP 2023

Kunker MPPN |

M1 Nowv 2021 - Jan 2022

* Evaluasi Tw Il RKP 2021
= Kerangka Ekonomi Makro

L.
Forum Konsultasi Publik (FKP)

Kick Off Meeting RKP
L (internal Bappenas)

Penetapan Tema, Sasaran, Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
. oleh Bappenas

-
} Kick Off Meeting RKP bersama (K/L/D)

L MiFeb2022 S

Penyampaian tema melalui Surat
L MPPN ke Semua K/L/D Y,

M1 Feb — M4 Mar 2022

Penulisan Marasi
Rancangan Awal RKP 2023

Rakordengan Gubernur,

T/ MM Menteri

[

Maret - April 2022

i Rt
Koordinasi Jadwal
Pembicaraan
Pendahuluan RKP dengan

Sekretariat Banggar

Musrenbangprov

Pertemuan Tiga Pihak

..

Musrenbangnas

L "

Penyusunan Daftar Investasi BUMN

Pertemuan Pembicaraan
Pendahuluan RKP dengan DPR

Pembahasan RUU APBN,
MK dan Penetapan UU
APBN dan Alokasi anggaran

Penulisan Marasi
Pemutakhiran RKP 2023
(Perpres)

M4 Feb— M2 Mar 2022
Rakortekrenbang

SEmmmay  M3Jan 2022 ]

Rakor MPPN dengan Menkeu

Penyampaian Tema
kepada Presiden melalui SKP

M4 Mar-M1 April 2022
Penetapan Ranwal RKP dan SB Pagu Indikatif
(di dahului dengan SKF)

M2 April 2022
| Rakorbangpus

M4 April - M1 Mei 2022

Penulisan Marasi Rancangan « Penulisan Narasi RKP
RKP 2023 (Permen) ) 2023 (Perpres)

TETITEER . - Penetzpan PerpresRKP
| dan SB Pagu A

Penetapan Permen el 8gu Anggaran

Rancangan RKP 2023

- "

e

[k

Multilateral Meeting PN

Sumber : Paparan KickOff Pembahasan Tema RKP 2023 — 19 Januari 2022

Penetapan Perpres
Pemutakhiran RKP

Permen Proyek Prioritas
per Daerah
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Visi — Misi Presiden

Peningkatan kualitas manusia
Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya

Penegakan bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintahan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Presiden

1

Pembangunan
SDM

Pembangunan
Infrasturktur

Penyederhanaan
Regulasi

Penyederhanaan
Birokrasi

Transformasi
Ekonomi

Dasar Pertimbangan Penentuan Tema RKP 2023

7 Agenda Pembangunan

Hasil

Evaluasi RKP
2021 TW III

Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan

Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan

SDM Berkualitas dan Berdaya

Saing . . o

Kinerja Prioritas
Nasional (PN)

RKP 2021 Hingga

Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan

Triwulan III
. berdasarkan

Infrastruktur untuk Ekonomi dan )
Pelayanan Dasar pencapalan
sasaran PN

Lingkungan Hidup, Ketahanan,
Bencana, dan Perubahan Iklim

Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik



5 Perbandingan Tema RKP dan Kebijakan Fiskal
Tahun 2018-2022

Bappenas

Tema RKP 2018 Tema RKP 2019 Tema RKP 2021

|

Memacu Investasi Pemerataan Peningkatan Sumber Mempercepat I Pemulihan Ekonomi :
dan Infrastruktur Pembangunan untuk Daya Manusia untuk Pemulihan I dan Transformasi |
untuk Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi dan : Struktural l
dan Pemerataan Berkualitas Berkualitas Reformasi Sosial I |
|

Tema Kebijakan Fiskal Tema Kebijakan Fiskal Tema Kebijakan Fiskal

2018 2019 2021

Memantapkan APBN untuk APBN untuk Akselerasi Percepatan Pemulihan ‘1 Pemulihan Ekonomi !
Pengelolaan Fiskal Mendorong Investasi Daya Saing melalui Ekonomi dan I dan Transformasi :
untuk Mengakselerasi dan Daya Saing Inovasi dan Penguatan Reformasi : Struktural I
Pertumbuhan yang Pembangunan Kualitas : |
Berkeadilan SDM I |

TEMA RKP 2022 SAMA DENGAN TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2022

10



A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Usulan Tema RKP 2023

RPJPN 2005-2025: Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur

RPJMN III (2015-2019)

e RPJMN 1V (2020-2024)

4 ) N
Pemantapan pembangunan dengan menekankan pencapaian Percepatan pembangunan dengan menekankan
daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas
dan berdaya saing
- NG J
e N N/ N/ N/ N AYa N ™ \
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Melanjutkan | Mempercepat Memacu Memacu Pemerataan Peningkatan || Mempercepat|| Pemulihan
Reformasi Pembangunan || Pembangunan Investasi dan || Pembangunan Kualitas dan Pemulihan || Ekonomi dan
bagi Infrastruktur || Infrastruktur dan || Memantapkan untuk Daya Saing Ekonomi dan Reformasi
Percepatan untuk Ekonomi untuk || Pembangunan || Pertumbuhan SDM untuk Reformasi Struktural
Pembangunan || Memperkuat Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas Pertumbuhan Sosial
Ekonomi yang Fondasi Kesempatan untuk Berkualitas
Berkeadilan || Pembangunan Kerja serta Percepatan L )
g y yang Mengurangi Pertumbuhan | 7\ /N o
Berkualitas Kemiskinan dan || Ekonomi yang J
\_ ) Kesenjqrga?] Berkualitas
N Antarwilaya L )

11



Integrasi

Kemiskinan

Inklusif
»

UMKM
ZISWAF

Infrastruktur

Mama Eli

Hasil Polling Tema RKP dalam FKP

ASEAN Pemulihan Ekonomi Nasiona

Pangan  pemerataan Ekonomi Kemandirian Lokal

Kelanjutusiaan  pariibahan iklim Pengentasan kemiskinan

olaborst Pemulihan Ekonomi s Produktivitas

P24 Transformasi Digital Pemerataan DESA
ETANI
.. . PEMINDAHAN IKN kesehatan som

Pendidikan Kesejahteraan IKN
Inklusi  Sumberdaya manusia Ketangguhan

Mamaeli X
pemulihan

gender
pemberdayaan perempuan Ekonomi Rebound

Sinergis Pembangunan Manusia

tindak pelecehan seksual

§

12
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Memperkuat Mengembangkan
Ketahanan Wilayah untuk
Ekonomi untuk Mengurangi
Pertumbuhan Kesenjangan dan
Berkualitas dan Menjamin
Berkeadilan Pemerataan

*Didukung dengan pelaksanaan Major Project

7 Prioritas Nasional (PN)*

PN3

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia
Bekualitas dan

Berdaya Saing

Revolusi Mental

dan
Pembangunan

Kebudayaan

PN5

Memperkuat
Infrastruktur
Untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan

Pelayanan Dasar

-2

Membangun

Lingkungan
Hidup,
Meningkatkan
Bencana dan

Perubahan lklim

-
=

Memperkuat
Stabilitas
Polhukanham dan
Transformasi

Pelayanan Publik

13



,. u ] Q
_ Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Trg
Didukung oleh: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
P Pembangunan Infrastruktur
Dilaksanakan melalui:
Memperhatikan/
1 mempertimbangkan kondisi:
Transformasi Ekonomi: Wilavah sebagai Basis
Rata-rata Pertumbuhan Py b & Lingkungan Hidup dan
6% per tahun embangunan Kerentanan Bencana
Sebagai Prasyarat:
Kondisi Polhukhankam yang Kondusif:
* Penyederhanaan Regulasi
 Penyederhanaan Birokrasi
Sumber: Lamp. 1 - Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 ° Stabilitas Politik dan Pertahanan
Keamanan

Kementerian PPN/Bappenas



e Kebijakan Pembangunan Wilayah A
e 2020-2024 >

Bappenas

Pembangunan kewilayahan diarahkan Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Menyelesaikan Isu ketimpangan Koridor Pertumbuhan Koridor Pemerataan
antarwilayah

. “memacu pertumbuhan ekonomi “meningkatkan pelayanan dasar yang
Dengan sasaran antara lain: nasional melalui percepatan lebih merata melalui pengembangan
) i pengembangan kawasan-kawasan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat
1. meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI- pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, Kegiatan Lokal sehingga terbentuk
KTI, Jawa-luar Jawa); KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa pusat-pusat pelayanan dasar baru
2. meningkatnya keunggulan kompetitif pusat- serta kawasan aglomerasi yang menjangkau daerah pelayanan
pusat pertumbuhan wilayah; perkotaan pada kabupaten/kota yang lebih luas terutama
3. meningkatnya kualitas dan akses pelayanan yang terletak pada koridor kabupaten/kota dalam koridor
pertumbuhan” pemerataan.
4

dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
. meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang '
wilayah.

Target, Major Project dan Proyek Prioritas di 7 wilayah pembangunan

PRIORITAS NASIONAL 2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI
KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAAN
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Major Project pada RKP 2023

Penguatan Struktur dan Sequence untuk mencapai Deliverables output Tahun 2024 dan
memastikan Integrasi Sumber Pendanannya (BA-BUN Subsidi dan DAK, BUMN, dan Swasta)

Komponen Desain MP Target QA Tindak Lanjut
Impact/ - Bersifat tangible m
Outcome/ - * Terdapat impact/outcome/output 2022 & 2024 yang + Pada RKP 2022 telah dibangun struktur MP
Output MP keduanya bersifat SMART - Database MP sedang disiapkan
Terdapat struktur Major Project 2022 & 2024 yang:
Strategi MP/ 1. Memastikan tercapainya sasaran '
Struktur Proyek 2. Sudah memenuhi aspek THIS

3. Untuk struktur MP 2023, berisi proyek yang akan

Penguatan yang diperlukan

dilaksanakan pada tahun 2023

+ Penyusunan Critical Path untuk menuju deliverables
Terdapat pentahapan MP dari tahun 2021 (perencanaan & output 2024

persiapan pelaksanaan) hingga tahun 2024. Pentahapan

dituangkan di dalam timeline. (critical path)

Terdapat struktur K/L pelaksana proyek dan/atau struktur ,’

kelembagaan baru (jika diperlukan) beserta kewenangannya** —
sebagai basis pembagian peran dan tanggung jawab Tahapan dalam RKP 2023

stakeholders dalam implementasi MP (terutama peran, hak, * Review MP dan penyiapan Project Eksum dilakukan
' dan kewajiban K/L focal point) sebelum penetapan Rancangan Awal RKP/SE Pagu
RO/Proyek + » Seluruh intervensi yang dibutuhkan telah dituangkan dalam Indikatif
Resources r bentuk RO/proyek dan telah tercantum dalam RKP + Penyiapan Info Memo dilakukan sebelum penetapan
(Kerangka Pendanaan, Kerangka Regulasi, Kerangka Perpres RKP/SB Pagu Anggaran

*Marupakan kebutuhan desain MP yang baru berdasarkan Kelembagaan)

perkembangan situasi * RO/proyek telah dilengkapi dengan target RO, kebutuhan

** dapat merujuk pada fungsl Kementerian Negara pendanaan, sumber pendanaan dan penanggung jawab RO

16
Sumber : Paparan KickOff Pembahasan Tema RKP 2023 — 19 Januari 2022
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Tahun 2023
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Dasar Hukum Penyelarasan

*Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah

. UU 25/ _2004 yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

_ - —-=-- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara |- - _ Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
’ perencanaan pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah \ memuat arah Kkebijakan keuangan Daerah, strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif. “

RUJUKAN

PROGRAM/ PRIORITAS *Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana
PEMBANGUNAN dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran
KEGIATAN dari visi, misi, dan program kepala daerah yang

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
USULAN : memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
‘ ‘ yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD

dan RPJMN.”
. INDIKATOR - TARGET ‘ *Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran,
® o program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
N ! strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud
S s T s s S e e e m e e e e — e — e — - —— - — - - pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian
UU 23/2014 sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
O Pembangunan Daerah bagian integral dari pembangunan nasional; ditetapkan dalam rencana strategis kementerian
O Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari atau lembaga pemerintah nonkementerian

18

ntuk ter in ran pembangunan nasional.”

kebijakan nasional



__________________________________________

)
DOMAIN POLITIK (GIVEN) :
I

Pendekatan Penyelarasan

Perencanaan Nasional dan Daerah

MISI

PROGRAM KDH }

MULTILATERAL
MEETING/FORUM
PERANGKAT DAERAH

F

| DOMAIN POLITIK (GIVEN)
|

|
Prioritas Nasional

P e I e e I I

Program dan Kegiatan [

JANJI
PRESIDEN

Prioritas

DIMENSI PEMBANGUNAN
Kondisi Perlu + Faktor
Pendukung Pertumbuhan

L,[

STRATEGI &
ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN

Ekonomi

==

" PROGRAM PRIORITAS ]{— _— —}[ PROGRAM PRIORITAS ]4J

BILATERAL MEETING/
FORUM PERANGKAT
DAERAH

[

|=>

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: FOLLOW
|
|
|
|
|
|
|
|
|

MONEY
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS ](—)[ KEGIATAN PRIORITAS
\— S/
s |

v
CENYEDERHANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM & KEGIATAN
NOMENKLATUR serta PROGRAM DAN KEGIATAN Kementerian/Lembaga

PERANGKAT DAERAH
DOMAIN PELAKSANAAN

4

Daerah

B e e s e I
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Kementarian PP
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Langkah yang perlu

dilakukan:

1.Pemerintah daerah
mengidentifikasi pokok-
pokok program, kegiatan
dan output prioritas
nasional dalam RPJMN;

2.Pemerintah Daerah
melakukan pemetaan
program, kegiatan dan
output dalam RPJMD dan
Renstra SKPD 2023-2026
yang sesuai dengan
program, kegiatan dan
output dalam RPJMN
2020-2024

3.Pemerintah Daerah
menegaskan dalam narasi
dan matriks RPJIMD dan
Renstra 2023-2026
tentang dukungan
terhadap prioritas
nasional.



A

Kementerian PPN/
Bappenas

v

Data dan Peta
Dasar

o

Kajian,
Pemantauan

\

dan Evaluasi

RTRW dan Lahan
Kajian dan Peta: SDA

LH, Komoditas,
Industri, Infrastruk-
tur, dan Risiko
Bencana

i i

Model
Perencanaan
Nasional dan

Regional

[ 1

AnS!isis Kualii:!:?tif b
iIsagregatli
M, D

: Knowledge !
R [ Informasi : s."I'ra_nsl'.fgrn‘:;asi
oSslial, budaya
— i | . dan Ekonon¥i
I Best I
I | Practices | Strategi,
| o ———— 1 Kebijakan dan
.= Program
Pembangunan

| (Skenario dan
Proyeksi

- Nasional

Wilaya aerah

dan Kawasan
t

J

I
I
I
__, °Jangka Panjang | * Regional /Wilayah
» Jangka I - Kawasan
Menengah
| -Jangka Pendek :_ . E’e{tu?bul‘!i—m
I akselerasi
l | * Pemerataan
| : (afirmatif)
g [ Simulasi } : T Adope:
| . Statik I » Mitigasi
| - Dinamik I ) Adapta_S|
I I » Inovasi

Kinerja Pembangunan (Output, Outcome dan Impact)

p
Rencana
| Pembangunan

RPJPN dan RPJP[i

RPJMN dan RPJMI}

RKP dan RKPD ]

1

Investasi

;[ Rencana }

Pemerintah

BUMN

Swasta

Masyarakat

Kementerian PPN/Bappenas




A

» o Alur Substansi Rakortekrenbang

Bappenas

INTEGRASI PROSES TEKNOKRATIS & PROSES POLITIS & ADMINISTRATIF .

PERENCANAAN (JULI - DES T-1)

PROSES TEKNOKRATIS
(JULI-DES T-2)

- | DELIBERATIF
{JAN - JUNIT-1)

HASIL MONEV Tagging kegiatan PN yang
(KEDEPUTIAN PEPP) membutuhkan dukungan daerah
ISU KHUSUS/ USULAN dalam wilayah Regional I/1l/11l o
KUNJUNGAN KERJA BAPPENAS KAWASAN DAERAH Untuk kewenangan ini dibutuhkan
(MENTERI/SESMEN/PAKK) Permen/SKB antara BAPPENAS dan
KEMENDAGRI

I Forum Penting:
* Konsultasi

Triwulanan I/
15U (BAPPENAS)
UMUM/NASIONAL + Rakorgub
* Rakortekrenbang
Umpan Balik untuk tahun berikutnya

RAKORTEKRENBANG 21

FORUM KONSULTASI PUBLIK
(SAHLI KELEMBAGAAN)

I |
I I
| I
I I
| |
| I
I ing: !
Forum Penting: | Umpan Balik untuk tahun berikutnya
I » Rakorbangpus ¢
I »  KonReg K/L I
| MM DA | enporsemen:
P | tasi )
I ' Ferencanaan nvestasi | Sebagian kegiatan K/L dalam
RFIMN I | Wilayah Regional 1/11/11l
RKP (H-1) | RENJAK/L | Untuk kewenangan ini
RTRWN /Doktek INDIKATIF | dibutuhkan Permen BAPPENAS
Arahan Presiden/Menteri | |
Arahan Dep. Ekonomi, I I
Dit. TRPB, Dit. PD ! . |
| Long List Kriteria If A
Unit Analisis Tematik 1 & Prioritas Sektor : Forum Penting: NO (?)
KEK — Kl —DFP - KSPN : I +  Trilateral Meeting
| Data Spasial, Tata Ruang, TKDD & Big Data I (BAPPENAS) Regional Turut
I Forum Penting: I Menandatangani BA TM
KEBENCANAAN - | »  Musrenbang I
PERBATASAN — DATING BAPPENAS | =
— METROPOLITAN ! ANALISIS ENCAMBILAN ( ) | LIST KEBUTUHAN CECE LA APROVAL PEMUTAKHIRAN
REGIONAL : . DAERAH DAN . KRISNA RENJA PAGU &
(RO ! SUMBER REFUIESAN K/L KRISNA RKP
Unit Analisis Administrasi REKOMENDASI I R 3
LOKASI DAN |
BASIS PULAU — ' i
ROVING| = KEGIATAN I | ﬂ
KABUPATEN/KOTA o :
Long List Kriteria PEMUTAKHIRAN
& Prioritas Daerah I KRISMNA SELARAS
I
: Dukungan Output ! ifB
ukungan Output [ I
I : dalam RKPD NO(?)
I ENDORSEMENT:
I
I
|
I
I
I
|
I
I
I
1
|




> TRANFORMASI DAN AKUMULASI

.. Pengembangan Industri dan Penguatan Rantai Nilai di Daerah...

Bappenas

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

1. Satu Data Satu
5 E%tRaW Transformasi Digital
3. KLHS 1. Lahan
4. Kajian dan Peta 2. Benih/Bibit 1. Air Bersih 1. Pergudangan 1. Pergudangan 1. Informasi pasar
Risiko Bencana 3. Pupuk 2. Listrik 2. Jalan dan Jembatan 2. Banﬁara darcmj g ErOmOSI
. Kaii 4. Pestisid ' T 3. Angkutan Kapal Angkutan Udara . Kerjasama
> K?rllan Neraca 5. T:ial; ;erja 3 E;\Ig%?hTerdldlkdan 4. Angkutan Udara 3. Pelabuhan dan Pembiayaan dan
6. Kajian dan Peta 6. Peralatan 4. Peralatan dan Mesin 5. Angkutan Sungai, Angkutan Laut Pemasaran
Sosial Budaya 7. Teknologi 5. Teknologi Laut dan Danau Lokal
Input . c vt Logistik dan
produksi Produksi Pengolahan Distribusi Transportasi Pasar
1. Petani
2. Nelayan 1. UMKM 1. KemenPUPera 1. Kemenhub 1. Kemenhub
3. UMKM 2. Swasta 2. Kemenhub 2. KemenPUPera 2. Kemendag
4. Dinas Pertanian 3. Kemeperin 3. Dinas Perhubungan 3. Kemendag 3. Kemenlu
5. Dinas Kelautan 4. Kemenristek/BPPT 4. BUMN 4. Bea Cukai
6. Dinas Tata Ruang >. Kemen BUMN 5. Dinas Perhubungan 5. BUMN
7. Kementan 6. Dinas Pertanian 6. Dinas Perdagangan 6. Dinas Perhubungan
8. KemenKelautan 7. Dinas Perindustrian 7. Dinas Perdagangan
9. Kemen.ATLR/BPN . niep
10.BUMN Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
11.Perusahaan
Komoditas Unggulan: Tugas dan Peran Bappenas, KL dan Bappeda:
Pertanian: Padi, Jagung, Ubi Kayu, dli 1.Memetak§q rantai nilai (value chain) setiap kawasan
_ : 2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
Perkebunan: Sawit, Kelapa, Kakao, Tebu, dll : .
Perikanan: rumput laut. ikan. udane. dil 3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
Industri- II'RT | (5) i p ’ I’h & 4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan
naus rll:; ! n' ustri g:ngo ahan Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
Pertambangan: migas dan non migas 5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungkan
Pariwisata: wisata alam, budaya, religi, kuliner, dll kerangka regiulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.

Kementerian PPN/Bappenas



> TRANFORMASI DAN AKUMULASI

.. Pengembangan Industri dan Penguatan Rantai Nilai di Daerah...

Bappenas

Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan

1. Satu Data Satu
Peta i Dioi
> RTRW Transformasi Digital
3. KLHS ’
4. Kajian dan Peta . . . .
Risiko Bencana 1. Intermoda 2 Argersh o2 Wieata Bahan L. Festival senidan Budaya - Naustri Rumah
5. Kajian Neraca g égﬁg:ﬁ:r&gﬁrat 3. Listrik 3. Wisata Kuliner § Egiﬂ&g: ﬁﬁﬁﬁaerrnaan ' Tangga
Air : Angkutan Udara 4. Internet 4. Wisata Religi 4. Atraksi Wisata 3. Industri Tekstil
6. Kajian dan Peta 4. Pelabuhan dan 5. Tenaga Terdidik dan 5. Wisata Budaya 5. Kompetisi Olah Raga 4. Industri Makanan
Sosial Budaya ' Terlatih 6. Wisata Olah Raga ' dan Minumamn
Angkutan Laut
oG itas: Pasar dan
: : Destinasi Amenitas: :
Rencana Transportasi Akomodasi dan Atraksi Kuliner dan Pusat Transportasi
Wisata Hiburan Perbelanjaan
1. UMKM 1.P intah D 1.P intah D
1. Kemenhub 2. Swasta 2. U?\;}]Keh;;n anbesa 2. U?\;}]Keh;;n an besa 1. UMKM Internasional
2. KemenPUPera 3. Kemenpar 3. Pelaku Usaha 3. Pelaku Usaha 2. Pelaku Usaha
3. BUMN 4. Kemen BUMN 4. Dinas Kepemudaan 4. Dinas Kepemudaan 3. Dinas Perindag
4.BUMD 5. Dinas Pariwisata dan Olah Raga dan Olah Raga 4. Dinas Pertanian
>. Dinas Pariwisata 6. Dinas ESDM 5. Dinas Pertanian 5. Dinas Pertanian 5. Dinas Perikanan
6. Dinas Perhubungan 7. Dinas PU 6. Dinas KKP 6. Dinas KKP 6. Kemendag
/. Dinas PU 8. Dinas Kominfo 7. Kemen Dikbud 7. Kemen Dikbud 7. Bea Cukai
8. Dinas Perdagangan 8. KemenPariwisata 8. KemenPariwisata 8. BUMN

. Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Pariwisata Unggulan:

1.Wisata Alama Tugas dan Peran Bappenas, Pemda dan K/L:

2. Wisata Bahari 1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap jenis pariwisata

3. Wisata Kuliner 2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya

gw:zgg Eﬁ!l%l . 3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.

6 Wisata Sejargh 4.Mengidentifikasi dan mgnganalisis kegiatan dan output prioritag K/L _dan
7.Wisata Olah Raga Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.

5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungkan

Kementerian PPN/Bappenas



EVALUASI
RPJPN dan RTRWN '3  PELAKSANAAN
RPJMN

Sasaran Tingkat 1

Sasaran Tingkat 2

Sasaran Tingkat 3

Sasaran Tingkat 4

Konsistensi Perencanaan Pusat dan Daerah

Kementarian PP
Bappenas

ARAHAN (DIREKTIF) 'é'f(%ANNgh',I(IA M AsPIRASI W KOMITMEN
+ PRESIDEN + MAKRO DAERAH GLOBAL

A
RPJMN dan RKP Bappenas
---------- ST —— — _______ Clearing House =~ BKPM
u come rioritas Pembangunan Belan-a K L | —
ia K/ Dana Dekon ! L
dan TP Dana Q
. .. : . Transfer 1
-------------- Program dan Kegiatan Prioritas Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan T
Outcome : Dana Desa c
dan/Output ——— S
v i ] b
------- Renstra, Renja dan RKA K/L Renstra, Renja dan RKA K/L Renstra, Renja dan RKA K/L RPJMD dan RKPD
OUtpUt Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja KOMITMEN
Menteri/Kepala Badan Menteri/Kepala Badan Menteri/Kepala Badan Gubernur
+ + +
Pakta Integritas Pakta Integritas Pakta Integritas " [e]V)

Sinkronisasi

®
( DPR Rl dan

BAPPENAS,
Kemendagri, KSP,
dan Setneg




Kementarian PP
Bappenas

EVALUASI ARAHAN (DIREKTIF) KERANGKA ASPIRASI KOMITMEN
PELAKSANAAN RPJMN + PRESIDEN EKONOMI MAKRO DAERAH GLOBAL
Impact Bappenas
dan/Outcome | Prioritas Nasional — _B_I - ;/I ~ = 7 Clearing House
elanja 1 ‘D
J Dana Dekon | e
dan TP Dana 9
DTranls;fgr R7]
Outcome Program Prioritas Program Pendukun aerahdan @2
8 8 8 DanaDesa §
“ 1 Bl
r —— 1 x
Out dan/ )
utcome dan
B - -------- -] RKA K/L RKA K/L
Output  -------- UKE 1 UKE 1 UKE 1 UKE 1 OPD OPD
. Kegiatan . Kegiatan . Kegiatan . Kegiatan . .
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Output Prigc:ritas Pr::(r,ir;as Prigc:ritas Pr:\c|>$iri‘:as Prigolritas Pr:\:)?ir;as Prigolritas Prm?ir;as Pri%lritas Pri%lritas
o Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek
utput " Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

i s
® B Sy
DPR RI dan appenas, KSP,
o 6 - SinKrORisasiy(  Lokasi (" Lokasi DPD RI Kemenko, BPK, BPKP




Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan

Q A
TFG Kabupaten/Kota i

EVALUASI PRIORITAS
R g™ EH pELAKSANAAN FB  NASIONAL
RPIMD RPIMN

Tujuan dan sasaran

pembangunan daerah RPJMD dan RKPD Bappeda
Sasaran Tingkat1 ---------- (—)— _t ------------ """"""""""""""""""" Clearing House -
utcome i |
Belanja OPD ! =
Bantuan Dana S
Kevangan TorEiatn %
Sasaran Tingkat 2 -- Outcome Program dan Kegiatan Prioritas Program dan~Keg|atan Prioritas Dana Desa g,
dan/Output A\ ’N : S
Y ' -
Sasaran Tingkat3 ------- Renstra, Renja dan RKA OPD Renstra, Renja dan RKA OPD Renstra, Renja dan RKA OPD RPJMD dan RKPD

OUtPUt Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Kontrak Kinerja Kontrak Kinerja KOMITMEN

Kontrak Kinerja
Kepala Dinas/OPD Kepala Dinas/OPD Bupati/Walikota
+ + +

Kepala Dinas/OPD

Sasaran Tingkat 4

Pakta Integritas Pakta Integritas Pakta Integritas " [0]V)

Sinkronisasi Sekda, Bappeda,

( O
B Inspektorat Daerah
)

VISI dan M1t [} KN M AspIRAST Bl KOMITMEN
GUBERNUR MAKRO DAERAH DAERAH GLOBAL
A

26




Konsistensi Prioritas Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Impact
e | /OUtcome

Outcome

Outcome dan/
Output

Output

Output

Output

RPJPMD dan RKPD
1 Prioritas Daerah

/\>

Belanja OPD

Bappeda

Bantuan
Keuangan

Program Prioritas Program Pendukung

A‘ i M

r ——

y . *;V

_______ RKA OPD RKA OPD
Kabas/Kasubdit Kabas/Kasubdit Kabas/Kasubdit Kabas/Kasubdit OPD
. Kegiatan . Kegiatan . Kegiatan . Kegiatan .

Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Prioritas Pr::cr,ir;as Prioritas Pr::)(:ir;as Prioritas Pr:\:)?ir;as Prioritas Prmc:ir;as Prioritas
Proyek Proyek Proyek Proyek Proyek
Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas

S e _sinkeoni

Sekda, Bappeda dan
Inspektorat Daerah F¥

A

D 4

Kementarian PP
Bappenas

Clearing House |

(7]

Dana c
Transfer 9
Daerahdan @»
Dana Desa g
o

¥

OPD

!

Kegiatan
Prioritas

}

Proyek
Prioritas




Sinkronisasi Target Nasional dan

Provinsi Sumatera Barat

Target Pembangunan Nasional

IPM
Gini Rasio

1.
2.
3.
4.
5.

Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran
Tingkat Kemiskinan

A

D 4

Kementarian PP
Bappenas

Target Pembangunan Provinsi Gorontalo

uewNhE

Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran
Tingkat Kemiskinan
IPM

Gini Rasio

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI GORONTALO

Kementerian/Lembaga

Sumber Dana

. Prioritas
Tujuan Sasaran Target Nasional Program Kegiatan Proyek Anggaran
Prioritas Prioritas Prioritas Volume Rp APBN PHLN DAK
Meningkatkan | Meningkat 3,5% Pertumbuh Peningkata | Peningkatan Pencetakan
Pertumbuhan | nya nilai an Ekonomi | n Produksi Produksi Padi Sawah Baru
Ekonomi tambah Pangan
pertanian
Menurunkan Meningkat 10% Pengurang Perluasan Peningkatan Perluasan
angka nya an Akses Perdagangan Akses
kemiskinan pedapatan Kemiskinan | usahakecil | dan Pemasaran
petani mikro dan Pemasaran
miskin koperasi

Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai
tambah, pendapatan dan daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya,
mewujudkan kehidupan yang bermartabat

Alokasi sumber daya K/L, Dinas/OPD, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah s



Sinkronisasi Target Provinsi Gorontalo dan

Gorontal o Sy 5
o
SCREK
Kabupaten Boalem LIM?OTO

TILAMUTA K abupaten Gorontalo

° G

-

PROVINSI GORONTALO

Teluk Tomini

Copyright @ 2004 by TulianurcCo: m

newWwNhE

Target Pembangunan Provinsi Gorontalo

Kabupaten Pohuwato

A

D 4

Kementarian PP
FPPENEs

Target Pembangunan Kabupaten Pohuwato

Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran 2. Tingkat Pengangguran
Tingkat Kemiskinan 3. Tingkat Kemiskinan
IPM 4. IPM
Gini Rasio 5. Gini Rasio
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN POHUWATO
Dinas/OPD
' Prioritas Sumber Dana
Tujuan Sasaran Target Daerah Program Kegiatan Proyek Anggaran
Prioritas Prioritas Prioritas Volume Rp APBD K/L DAK
Meningkatkan | Meningkat 3,5% Pertumbuh Peningkata | Peningkatan Pencetakan
Pertumbuhan | nya nilai an Ekonomi | n Produksi Produksi Padi Sawah Baru
Ekonomi tambah Pangan
pertanian
Menurunkan Meningkat 10% Pengurang Perluasan Peningkatan Perluasan
angka nya an Akses Perdagangan Akses
kemiskinan pedapatan Kemiskinan | usahakecil | dan Pemasaran
petani mikro dan Pemasaran
miskin koperasi

Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai
tambah, pendapatan dan daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya,
mewujudkan kehidupan vang bermartabat

Alokasi sumber daya K/L, Dinas/OPD, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah




Sinkronisasi Target Kabupaten Pesisir Selatan dan

y
Kecamatan i

Target Pembangunan Kabupaten Pohuwato  Target Pembangunan Kecamatan Randangan

1. Pertumbuhan Ekonomi 1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Pengangguran 2. Tingkat Pengangguran
3. Tingkat Kemiskinan 3. Tingkat Kemiskinan

4. IPM 4. IPM

5. Gini Rasio 5. Gini Rasio

PRIORITAS PEMBANGUNAN KECAMATAN RANDANGAN

Laut Sulawesi

Dinas/OPD
S T Prioritas Sumber Dana
juan asaran arget Daerah Program Kegiatan Proyek Anggaran
Prioritas Prioritas Prioritas Volime Rp APBD K/L DAK
\ Meningkatkan | Meningkat 3,5% Pertumbuh Peningkata | Peningkatan Pencetakan
\ { Pertumbuhan | nya nilai an Ekonomi | n Produksi Produksi Padi Sawah Baru
KABUPATEN POHUWATO | Ekonomi ;ae"']ct;f‘*l‘an Pangan
\ X Kecaraatan ’“
Kocaatati ) sooaten | Randargn | |KABUPATEN Menurunkan Meningkat 10% Pengurang | Perluasan Peningkatan Perluasan
Fopayato | ';1( it [ BOALEMO angka nya an Akses Perdagangan Akses
L e J kemiskinan pedapatan Kemiskinan | usahakecil | dan Pemasaran
e petani mikro dan Pemasaran
miskin koperasi
Teluk Tomini ° o o [] [] ] o
o Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai
L tambah, pendapatan dan daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya,

mewujudkan kehidupan yang bermartabat

Alokasi sumber daya K/L, Dinas/OPD, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah




Keselarasan Program dan
Kegiatan RKP dan RKPD
Tahun 2023



A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Format Data Usulan Rakortekrenbang

(Hasil Indikator makro)

Target RKP 2023* Target Daerah 2023 .
No Provinsi Indikator Makro N(SI
Target Nasional | Target Provinsi | Target RPJMD | Target RKPD (Pemberian Catatan)
0 2 3 4 5 6 7
1 Aceh LPE
2 Aceh Tingkat Kemiskinan
3 Aceh TPT
Ket : * Angka Sementara yang akan diupdate pada forum berikutnya
g VAN '\ _J
Y Y Y
Referensi Diambil dari data Ranwal RKP atau Renja K/L Diisi oleh Pemda pada saat Pembahasan pada
Prakortekrenbang dan Desk Prarakortekrenbang
Rakortekrenbang dan Desk
Rakortekrenbang

32



A

D 4

Kementerian PPN/
Format Data Usulan Rakortekrenbang
Usulan Teknis Daerah Dukungan Kesiapan Daearh Rancangan Awal Renja K/L
Kesepakatan
. . |Provinsi/Kabu . Jenis Usulan ) oPD o Daerah Tahun Catat::n
No Provinsi paten/Kota Isu Strategls (Rakorgub, Rakortek, 'l:.lsular:( Target Satuan Detail Lokasi K/L Sub DUkralan Penanggung PN MP Program Kegiatan :()m:nar: 2022 Hasil b
Rakorgub& Rakortek) roye ukungan Jawab ey Kesepakatan n
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
— DN U< y,
o Referensi Krisna dapat diambil dari Pembahasan pada
Diisi oleh Pemda pada saat Prarakortek data Renja K/L dan akan diupdate  Prarakortekrenbang
saat pembahasan Desk dan Desk
Rakortekrenbang Kortekrenbang

33



BN Pola Umum Kesepakatan Rakortekrenbang

Bappenas

Berikan Catatan
Pelengkap ' 4 Masuk RKP dan Renja K/L

* Hasil Rakorgub
* Ada di baseline K/L

*Rutin Persyaratan hampir Prioritas dibahas di

terpenuhi Musrenbangnas
Dengan Catatan
* Sudah di baseline K/L namun Proposal Daerah
persyaratan belum semuanya > ProposaI-Based = B
terpenuhi menjadi Prioritas

* Proposal-based

, Dikawal bersama (K/L &
DIISEIER Harus Ada | T e Bappenas) di Proses DAK

Lebih Lanjut Catatan

* Ada di stok K/L dan di matriks RPIMN - — : :
« Namun persyaratan banyak yang KEIayakan Masih Prioritas dibahas di
belum terpenubhi (readiness criteria Jauh Musrenbangnas

belum OK)
* Strategis untuk PN namun
kewenangan daerah

— APBD
m Tidak harus ada
catatan » Usulan tidak ada di stok K/L dan di matriks RPIMN
* Murni kewenangan daerah, dan tidak ada di menu DAK v Swasta

* Kegiatan bersifat bisnis




A

s Alur Memperbaiki Kualitas Usulan Daerah

Longlist Usulan Daerah Rakor Gubernur

Kortek K/L ——— — Musrenbangprov

Kortek K/L

Kortek K/L

\ 4

— Musrenbangnas |

Kortek K/L ———

Pembahasan usulan daerah
Kortek K/L —— akan lebih fokus pada
penyepakatan diakomodir
atau tidak karena sudah
mempertimbangkan hasil
kortek K/L




A
’ Peran Daerah Memperbaiki Kualitas Rakortekrenbang

1. Daerah dan KL melakukan Ratek sebelum Rakortekrenbang.

2. Daerah menyampaikan Usulan Daerah (Rakorgub/aspek
kewenangan/prioritas/lainnya) dalam Ratek K/L untuk dibahas dalam
Rakortekrenbang.

3. Usulan Daerah yang telah dibahas dalam Ratek K/L dilanjutkan dalam
forum Rakortekrenbang untuk dibahas bersama K/L, Bangda dan
Bappenas (mendukung MP/PN dst) dengan fokus memilih kesepakatan
(diakomodir, dibahas lebih lanjut atau ditolak).

4. Dalam Pra Rakortek, Daerah perlu melakukan identifikasi dan sinkronisasi
Target Indikator makro dan Indikator Kinerja Urusan serta Usulan Daerah.

5. Hasil Pra Rakortek dapat dijadikan bahan Daerah dalam pembahasan
Rakortekrenbang



A

Kementerian PPN/
Bappenas

TERIMA KASIH

DIREKTORAT TATA RUANG DAN PENANGANAN BENCANA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

(Eks) Wisma Bakrie 2, Lt. 8, JI. HR. Rasuna Said Kav. B2,
Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 392 7412; 310 1921; 392 6601

Email : dit.trpb@bappenas.go.id




A

D 4

Kementerian PPN/
Bappenas

Alur Integrasi Data Krisna Selaras

dengan e-Rakortek

KRISNA

Data Inject —| Proses Pra-Musrenbangnas & Musrenbangnas

KRISNA

Proses Pra-Musrenbangnas & Musrenbangnas

SIPD Bangda Manual KRISNA
Pemda input usulan Filter
e >
pada Rakortek Usulan
TO-BE e Fully integrated
e No manual / system-to-system
KRISNA SIPD Bangda
Pemda input Proses
P —»_ API — ——» API —
usulan (PN) Rakortek
SIPD Bangda
Pemda input
usulan
(urusan)

API

.

SIPD Bangda
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